
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 815 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SOLOK SELATAN NOMOR 663 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL

PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA

ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK

SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a,

perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Jadwal

Penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak

dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten

Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4348);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
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Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 60);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 568);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun

2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok

Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Solok Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN JADWAL

PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA

CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN

TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye pada

Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun

2024 mulai tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23

November 2024.

KEDUA : Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang difasiilitasi Iklan

Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten

Solok Selatan untuk setiap Pasangan Calon dilakukan

dengan ketentuan:

1. fasilitasi penayangan di media massa cetak paling

banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;

2. fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling

banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga
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puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan

3. fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling

banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60

(enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.

KETIGA : Fasilitasi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dilakukan dengan memperhatikan asas

keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan

ketersediaan anggaran daerah.

KEEMPAT : Materi iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:

1. nama Pasangan Calon;

2. nomor urut;

3. visi, misi, dan program;

4. foto Pasangan Calon; dan/atau

5. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto

pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor

urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai

Politik Peserta Pemilu pengusul.

KELIMA : Iklan media massa cetak dan media massa elektronik

sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat

berupa:

a. tulisan;

b. suara;

c. gambar; dan/atau

d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024.
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Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Mas Indra Putra Alamsyah

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


